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ABSTRAK 

Penelitian ini berawal dari keberadaan pasal wali nikah dan saksi nikah 

dalam KHI yang tampak membatasi hak penyandang disabilitas rungu dan wicara 

untuk menjadi wali nikah dan penyandang disabilitas rungu untuk menjadi saksi 

nikah. Tentu, klausul pasal ini juga dipahami oleh para penghulu sebagai praktisi 

hukum dalam perkawinan. Oleh karena itu, konstelasi nalar hukum penghulu 

berperan penting dalam menghadirkan pemikiran yang akomodatif, responsif, dan 

humanis kepada para penyandang disabilitas dalam perkawinan.  

 Dengan dua pendekatan utama; normatif-filosofis, teori utama yang dipilih 

adalah penalaran hukum. Teori ini membantu dalam melacak tentang metode 

penafsiran, perspektif penalaran, hingga paradigma penalaran para penghulu 

terhadap pasal 22 dan 25 KHI. Data primer yang diperoleh dalam penelitian berasal 

dari hasil wawancara terhadap para penghulu yang telah ditentukan dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Sedangkan data sekunder diperoleh 

melalui literatur kajian disabilitas baik dalam konteks kajian hukum Islam dan 

hukum positif. 

 Penelitian ini menyajikan beberapa temuan penting. Pertama, dalam ranah 

metode penafsiran, metode interpretasi teleologis dominan digunakan untuk 

menguatkan hak penyandang disabilitas rungu dan wicara pada wali nikah dan 

penyandang disabilitas rungu dalam saksi nikah. Kedua, rujukan pemikiran 

humanis para penghulu mayoritasnya adalah pada kerangka fikih (normatif). 

Ketiga, dengan demikian, perspektif sistem hukum Islam yang identik dengan fikih 

dipilih. Sementara itu, sistem hukum civil law yang idealnya inheren dalam diri 

penghulu sebagai ASN cenderung tidak dipilih oleh sebagain besar penghulu. 

Keempat, ada tiga jenis paradigma hukum yang direpresentasikan oleh para 

penghulu; yaitu normativistik, positivistik, dan utilitarianistik, di mana 

normativistik menempati posisi dominan dalam kerangka penalaran hukum 

penghulu karena dominasi fikih sebagai perspektif dalam bernalar. Kelima, 

dominasi normativistik dapat dilihat dari sisi historis hukum Islam yang telah lama 

cenderung diresepsi sebagai fikih oleh publik. Konsekuensinya, dominasi 

perspektif fikih dalam kerangka pengetahuan masyarakat akhirnya memaksa 

penghulu untuk bernalar secara normatif dalam memahami isu disabilitas. 

  

Kata Kunci: Nalar Hukum, Penghulu, Penyandang Disabilitas
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MOTTO 

 

رَا رَا وَلََ تُ عَس ِّ رَا يَس ِّ تُ نَفِّ  رَا وَلََ ٌ  وَ بَش ِّ
“Permudahlah dan jangan mempersulit; berilah sesuatu yang menggembirakan 

dan jangan membuat mereka lari.  (HR. Bukhori). 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian thesis ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudyaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 - Ali>f Tidak dilambangkan ا

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 S|a’ S| S (dengan titik di atas) ث

 Ji>m J Je ج

 Ha H{ H (dengan titik di bawah) ح

 Kha’ Kh K dan h خ

 Da>l D De د

 Z|a>l Z| Z (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R Er ر

 Za’ Z Zet ز

 Si>n S Es س

 Syi>n Sy Es dan ye ش

 Sa>d S{ S (dengan titik di bawah) ص

 Da>d D{ D (dengan titik di bawah) ض

 Ta’ T{ T (dengan titik di bawah) ط

 Za’ Z{ Z (dengan titik di bawah) ظ

 Ai>n ‘ Koma terbalik ke atas‘ ع

 Gai>n G Ge غ

 Fa’ F Fe ف
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 Qa>f Q Qi ق

 Ka>f K Ka ك

 La>m L ‘el ل

 Mi>m M ‘em م

 Nu>n N ‘en ن

 Wa>wu W W و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah  

دَةْ  ْمُتعَدَ ِّ Ditulis Muta’addiah 

ةْ  دَّ  Ditulis ‘Iddah عِّ

 

C. Ta’ Marbut>ah  di akhir kata 

1. Bila ta’ marbu>t}ah dibaca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab yang 

sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan 

sebagainya. 

 Ditulis H{ikmah حِكْمَة

 Ditulis Jizyah ةيَ زْ جِ 

 

2. Bila ta’ marbu>t}ah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan h. 

 ’<Ditulis Karama>h al-auliya كَرَمَاتُ الْْوَْلِياَءْ 

 

3. Bila ta’ marbu>t}ah hidup dengan h{arakat fath{ah, kasrah, dan d{ammah ditulis.  

 Ditulis Zaka>t al-fit{r زَكَاةُ الْفِطْر
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D. Vokal Pendek 

 ََ  Fath{ah Ditulis A 

 َِ  Kasrah Ditulis I 

 َُ  D}ammah Ditulis U 

 

E. Vokal Panjang 

Fath{ah+alif 
 جَاهِلِيَّة

Ditulis 
A< 

Ja>hiliyyah 

Fath{ah+ya’ mati 
 تنَْسَى

Ditulis 
A< 

Tansa> 

Kasrah+ya’ mati 
 كَرِيْم

Ditulis 
I>< 

Kari>m 

D}ammah+wawu mati 
 فرُُوْض

Ditulis 
U< 

Furu>d} 
 

F. Vokal Rangkap 

Fath}ah+ya’ mati 
 بيَْنَكُمْ 

Ditulis 
Ai 

Bainakum 

Fath}ah+wawu mati 
 قَوْل

Ditulis 
Au 

Qaul 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata 

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda 

aspotrof (‘). 

 ُ  Ditulis A’antum مْ أئَنَْت

 Ditulis La’in syakartum لئَنِْ شَكَرْتمُْ 

 

H. Kata Sandang Ali>f+La>m  

1. Jika kata sandang ali>f+la>m diikuti dengan huruf qamariyyah, maka ditulis 

dengan al 
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 Ditulis Al-‘Ilmu الْعِلْم

 |Ditulis Al-h{adi>s الْحَدِيْث

 

2. Jika kata sandang ali>f+la>m diikuti dengan huruf syamsiyyah, maka diikuti 

dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, sera dihilangkan huruf l (el)- 

nya. 

 ’Ditulis As-Sama السَّمَاء

 Ditulis Asy-syari>’ah الشَّرِيْعَة

دْق  Ditulis As}-S}idq الص ِ

 

I. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat 

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 }Ditulis  Z{awi al-furud ذو الفروض

 Ditulis  Ahl as-Sunnah أهل السنة

 

J. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: alquran, hadis, mazhab, dan 

syariat. 

b. Judul Buku yang menggunakan nama Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku Maqashid Syari’ah. 

c. Nama Pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara 

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab dan Masduqi 

Mahfudz. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya 

Hidayah, dan Mizan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada beberapa pasal yang 

menyinggung tentang isu-isu disabilitas. Pertama adalah pasal 22 yang 

menjelaskan tentang hak wali nikah di mana wali nikah penyandang disabilitas 

wicara dan tuli tidak memperoleh hak menjadi wali nikah. Dalam pasal itu 

dijelaskan bahwa; 

“Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat 

sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, 

tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali 

nikah yang lain menurut derajat berikutnya.” 

Selanjutnya, kedua, adalah pasal 25 yang berbicara mengenai syarat sah 

menjadi saksi di mana saksi tuli tidak bisa menjadi saksi nikah. Melalui pasal ini, 

lagi-lagi, pertimbangan kesempurnaan fisik ditempatkan sebagai standar 

kelayakannya. Bunyi lengkap klausul pasal 25 itu adalah bahwa; 

“Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-

laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu 

atau tuli.” 

Dua pasal yang lain, pasal 57 dan pasal pasal 116, konten pasalnya lebih 

menyinggung pada kondisi disabilitas pasangan yang tampak menempatkan kondisi 

tersebut sebagai media yang mempermudah untuk melakukan poligami atau 

mengajukan talak. Pasal 57 menempatkan seorang istri penyandang disabilitas fisik, 

penyandang penyakit yang sulit disembuhkan, atau yang rahimnya tidak subur 

(mandul) menjadi salah satu alasan yang absah dan mungkin kuat untuk 

mengajukan poligami.1 Sedangkan pasal 116 menempatkan pasangan yang 

                                                             
1Pasal 57: “Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan 

beristeri lebih dari  seorang apabila : (a) isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; (b)  

isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c)isteri tidak dapat 

melahirkan keturunan.”  
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menyandang penyakit yang tidak bisa disembuhkan sebagai salah satu syarat 

pengajuan talak ke Pengadilan Agama.2 

Di antara keempat isu tersebut, dua pasal terakhir lebih mendominasi dalam 

kajian akademik. Dominasi ini dalam pengamatan peneliti lebih berkorelasi dengan 

isu-isu gender yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan dalam diskursus 

akademik, terutama dalam isu-isu perkawinan. Hasil kajian yang ada tampak 

menunjukkan bahwa implementasi pasal ini justru bisa menelantarkan perempuan 

dan menciderai prinsip-prinsip dasar dalam membangun rumah tangga. 3 

 Sementara itu, dua pasal sebelumnya yang membahas tentang wali dan 

saksi nikah agaknya cenderung dianggap tidak terlalu penting untuk dibahas secara 

detail. Hal ini bisa jadi karena kasus ini jarang terjadi dan atau jarang ditemukan di 

masyarakat. Padahal posisi wali dan saksi dalam pernikahan dalam praktik 

perkawinan di Indonesia merupakan syarat mutlak keabsahan nikah. Justru karena 

pentingnya wali dan saksi nikah, pasal 22 dan 25 dalam KHI idealnya dapat 

diketengahkan sebagai sebuah diskursus menarik untuk mempertanyakan kembali 

tentang benarkah dan mengapa penyandang disabilitas wicara dan rungu terbatasi 

haknya. Dua pasal inilah yang akan digunakan sebagai pijakan awal kajian ini. 

Perbincangan isu wali dan saksi dalam pernikahan dalam kajian fikih pada 

umumnya berbicara pada dua hal. Dalam topik wali nikah, fokus perdebatannya 

                                                             
2Pasal 116: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (a) salah satu pihak 

berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 
(b) salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain 

dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; (c) salah satu pihak mendapat 

hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (d) 

salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; (e) 

sakah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan 

kewajibannya sebagai suami atau isteri;(f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan 

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; (g) Suami 

menlanggar taklik talak; (h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak 

rukunan dalam rumah tangga.”  
3Beberapa contoh kajian terbaru tentang isu-isu ini bisa dirujuk pada;  Ziba Mir-Hosseini, 

Lena Larsen, Christian Moe and Kari Vogt  Gender and Equality in Muslim Family Law Justice and 
Ethics in the Islamic Legal Tradition (ed.), cet. I (London: I.B.Tauris, 2013); Judith E. Tucker, 

Women, Family, and Gender in Islamic Law: Themes in Islamic Law, cet. I (Cambridge: Cambridge 

Universitty Press, 2008); dan Ziba Mir-Hosseini, Mulki Al-Sharmani, and Jana Rumminger (ed.), 

Men in Charge? Rethinking Authority in Muslim Legal Tradition, cet. I (London: Oneworld 

Publications, 2015). Dua buku yang berupa kumpulan tulisan itu, intinya, mengusung narasi 

perjuangan terhadap kelompok perempuan perempuan yang sering dinferiortaskan. 

https://b-ok.cc/g/Judith%20E.%20Tucker
https://b-ok.cc/g/Ziba%20Mir-Hosseini
https://b-ok.cc/g/Mulki%20Al-Sharmani
https://b-ok.cc/g/Jana%20Rumminger
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sering mengarah pada keabsahan atau kelayakan perempuan menjadi wali nikah 

dan menikah secara mandiri.4 Sementara dalam isu saksi nikah, kajian lebih 

mengarah pada keabsahan perempuan sebagai saksi nikah dan urgensi kehadiran 

saksi dalam pernikahan.5 Hal ini mengindikasikan bahwa kajian-kajian tentang 

disabilitas, terutama dalam kedua isu ini, yang telah disinggung KHI dalam pasal 

22 dan 25, minim dilakukan.  

Minimnya kajian upaya penguatan hak-hak penyandang disabilitas dalam 

hukum Islam, terutama pada topik perkawinan dan secara spesifik dalam konteks 

Indonesia, memotivasi para pakar dan otoritas terkait untuk menempatkan perhatian 

lebih pada isu ini. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, setidaknya ada tiga 

kajian tentang isu penyandang disabilitas sebagai upaya memperkaya kajian 

tersebut dan memberikan sumbangsih pemikiran yang fresh dalam kerangka hukum 

Islam di Indonesia.  

Nahdahtul Ulama’ (NU) menjadi satu-satunya ormas yang merespons isu 

disabilitas dalam bentuk kajian ilmiah.Wujud respons itu termanifestasi dalam 

bentuk buku, Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas. Ragam isu disampaiakan 

dalam buku itu, seperti bidang ekonomi, sosial, hukum, hingga perkawinan. 

Meskipun dalam buku itu NU telah memaparkan isu-isu diskriminasi dalam 

perkawinan pada kelompok penyandang disabilitas, NU tampaknya masih belum 

                                                             
4Beberapa kajian yang menyinggung topik ini antara lain; Megi Saputra, “Pandangan 

Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Yogyakarta Tentang Penghulu Wanita”, Skripsi 

Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019), Muhammad Masrur Rum, “Pandangan 
Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Penghulu Wanita”, Skripsi Univeristas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018), dan Saidah Nafisah, “Eksistensi Penghulu Wanita 

di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta (2016). Kajian yang cukup segar dan menarik tentang hal ini bisa dirujuk pada buku 

Marzuki Wahid, Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi 

Hukum Islam dalam Biingkai Politik Hukum Indonesia, cet. I (Cirebon: Institut Studi Fahmina,  

2014). 
5Beberapa kajian terkait hal ini yang bisa dirujuk antara lain: Wardian, Saksi Wanita 

Menurut Asghar Ali Enginer dan Relevansinya Dalam Akad Nikah” “, Skripsi Univeristas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003), Yuslam Chanafi , “Saksi Perempuan Menurut Yusuf Al-

Qardhawi dan Amina Wadud”, Skripsi Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007), 
Awwalul Hijriyah, “Saksi Dalam Pernikahan Menurut Pandangan Mazhab Maliki”, Skripsi 

Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010), Abdul Rohman, “Analisis Pendapat 

Ibnu Hazm Tentang Saksi Perempuan Dalam Pernikahan”,  Skripsi Univeristas Islam Negeri 

Walisongo Semarang (2016), dan Asri Latifah, “Kehadiran Saksi Pada Saat Akad Nikah dan 

Implikasi Hukumnya:Studi Analisis Pendapat As-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd Al-Qurtubiy”, Skripsi 

Univeristas Islam Negeri Walisongo Semarang (2017).  
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menyentuh atau bahkan mengeskplorasi isu wali nikah dan saksi nikah penyandang 

disabilitas.6  

Berbeda dengan NU, Muhammadiyah justru agak terlambat dibanding NU 

untuk meresopon ini. Tindak lanjut dari hasil keputusan Muktamar Muhammadiyah 

ke-47 di Makassar tahun 2015 tentang rencana program Bidang Tarjih dan Tajdid, 

dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, justru baru direspons tiga tahun kemudian 

pasca Muktamar ketika NU sudah berhasil me-launching buku barunya.7  

Sebelum kedua ormas Islam tersebut menyelenggarakan kajiannya, ternyata 

penelitian lain dengan orientasi yang sama pernah dilakukan oleh para pakar hukum 

Islam di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Hal yang menarik dari kajian yang dilakukan oleh beberapa dosen ini 

adalah adanya beberapa tawaran kajian epistemologis yang diproyeksikan sebagai 

solusi untuk mewujudkan fikih inklusi. Kajian ini sebenarnya juga telah mencoba 

memotret kasus disabilitas dalam hukum Islam, namun objek kajiannya masih 

terbatas pada fikih ibadah.8  

                                                             
6Lihat selengkapnya kajian fikih difabel ini di buku yang ditulis oleh Lembaga Bahtsul 

Masail PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Pusat Studi dan 

Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya, Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas, cet. 

I (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018). Khusus untuk isu-isu pernikahan pada buku ini, 

silakan cek dan lacak pada halaman 118-214. Tema yang dikaji meliputi, perceraian, hak waris, hak 

asuh anak, kafa’ah, nafkah, dan akad nikah pegantin disabilitas.   
7Muhammadiyyah juga turut melakukan respon terhadap isu disabilitas dengan 

menyelenggarakan Workshop Fikih Difabel, pada tanggal 2 Desember 2018. Kegiatan yang 

dilaksanakan di Islamic Centre Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta ini merupakan tindak lanjut 
dari hasil keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar tahun 2015 tentang rencana 

program bidang tarjih dan tajdid, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Lihat selengkapnya di 

“Majelis Tarjih dan MPM Adakan Workshop Fikih Difabel”, 

www.suaramuhammadiyah.id/2018/12/03/majelis-tarjih-dan-mpm-adakan-workshop-fikih-

difabel/, akses 1 November 2019. Untuk melihat lengkapnya materi yang disampaikan, silahkan cek 

dan unduh file melalui link berikut; “Kumpulan Makalah Acara Workshop Fikih Difabel”, 

https://tarjih.or.id/kumpulan-makalah-acara-workshop-fikih-difabel-ahad-02-desember-2018/, 

akses 1 November 2019. 
8Ro’fah (ed.), Fikih (Ramah) Difabel, cet. I (Yogyakarta: Q-Media, 2015). Tulisan tentang 

kajian epistemologi ini bisa dilacak pada  tulisan  Ro’fah; “Mengikis Bias Normalisme dalam Fikih: 

Upaya Menuju Fikih Ramah Difabel dan tulisan Fathurrohman GF; “Merumuskan Fikih Inklusi 
yang Responsif terhadap Kelompok Disabilitas”. Sedangkan tulisan tentang kajian disabilitas pada 

fikih ibadah bisa merujuk pada tulisan Fuad Mustafid; “Problematika Kaum Difabel Dalam 

Beribadah: Melacak Pandangan Fuqoha’ Tentang Bacaan-bacaan Shalat Bagi Penyandang 

Difabel Wicara”, Nurdhin Baroroh; “Shalat di Atas Kursi Bagi Penyandang Disabilitas: Sudut 

Pandang Aspek Hukum dan Filsafat Hukum”, dan tulisan Sri Wahyuni; “Shalat Menggunakan 

Diapers”. 

http://www.suaramuhammadiyah.id/2018/12/03/majelis-tarjih-dan-mpm-adakan-workshop-fikih-difabel/
http://www.suaramuhammadiyah.id/2018/12/03/majelis-tarjih-dan-mpm-adakan-workshop-fikih-difabel/
https://tarjih.or.id/kumpulan-makalah-acara-workshop-fikih-difabel-ahad-02-desember-2018/
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Upaya ratifikasi pemerintah terhadap Konvensi Mengenai Hak-Hak 

Penyandang Disabilitas (Convention of The Rights of Person With Disabilities), 

yang tewujud melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan kemudian 

dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, idealnya bisa 

menjadi tonggak baru bagi berbagai aturan hukum dan kajian-kajian hukum terkait 

di Indonesia. Respons nyata keberpihakan pemerintah terhadap kelompok 

penyandang disabilitas itu seyogyanya bisa dipahami sebagai pijakan untuk 

bagaimana agar para pemegang otoritas memahami nalar hukum sehingga bias-bias 

nalar akibat tidak ter-cover-nya objek maupun subjek hukum bisa secara gradual 

tersubstitusi. Pada konteks ini, isu tentang penguatan hak penyandang disabilitas 

dalam perkawinan, termasuk pada kasus wali dan saki nikah, memperoleh pijakan 

paradigmatikanya untuk ditelaah secara mendalam, baik dalam wilayah normatif 

maupun empiris. 

Dinamika wacana penguatan hak wali dan saksi nikah penyandang 

disabilitas ini tentu tidak bisa terlepas dari campur tangan praktisi hukum yang 

bergelut langsung dengan perkembangan isu ini. Pada posisi ini, hakim dan 

penghulu sebagai partisipan hukum adalah dua subjek penting, yang dalam 

menjalankan profesinya berkaitan secara langsung terhadap dua isu ini. Akan tetapi, 

di antara hakim dan penghulu, yang tampak memiliki kedekatan lebih dengan 

perkembangan isu ini adalah penghulu.  

Ada beberapa alasan mengapa penghulu dianggap lebih dekat dengan isu 

ini. Pertama adalah karena objek wilayah kewenangan hakim dan penghulu. Dalam 

sejarahnya, otoritas penghulu dalam mengawal hukum Islam saat era kerajaan  

Islam di nusantara diakui secara penuh, terutama kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. 

Saat itu, posisi penghulu yang berfungsi sebagai wakil raja dalam urusan 

keagamaan dalam hal pengelolaan masjid, perkawinan, waris, bahkan dakwah 

tampak semakin menandakan bahwa peran penghulu dalam perkembangan wacana-

wacana hukum Islam tidak bisa diabaikan. Melalui otoritasnya, penghulu bisa 

dengan mudah melakukan interpretasi pembaharuan hukum untuk kemaslahatan 

publik. Bahkan, bisa saja penghulu membangun sebuah wacana hukum baru 
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sebagai bentuk responsnya atas pergerakan hukum Islam.9 Sebab itu, istilah 

penghulu saat itu lebih diarahkan pada ulama yang memiliki peran utama sebagai 

pelaksana bidang agama dan juga sebagai hakim peradilan yang berkaitan dengan 

hukum Islam.10 Saat ini, peran penghulu dalam hal perkawinan lebih spesifik pada 

perkara nikah dan rujuk. Sedangkan selebihnya, talak, waris, dan poligami berada 

di wilayah kewenangan hakim. 

 Kedua adalah karena penghulu memiliki kedekatan yang lebih dengan 

masyarakat. Hal ini karena dalam melaksanakan tugasnya, para penghulu seringkali 

bekerjasama dengan ulama’. Bahkan menarikanya, menurut Euis, mereka lebih 

cenderung menganggap diri mereka sebagai penjaga syari’ah atau ulama’ daripada 

sebagai pegawai negara.11 Oleh karena itu, penghulu terkesan lebih mendapatkan 

tempat di masyarakat sehingga ia bisa lebih berperan dan berkontribusi di 

masyarakat. Berbeda halnya degan hakim yang tampak lebih formalistik dan 

berjarak di masyarakat.12 Pernyataan ini merupakan indikasi awal bahwa para 

penghulu memiliki peran penting dalam memantau perkembangan wacana 

perkawinan Islam. 

Jika melihat pada tugas yang diemban oleh penghulu, peran pengembangan 

wacana hukum keluarga Islam tampak ditegaskan dan terfasilitasi melalui aturan 

yang telah ditetapkan. Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu  dan 

Angka Kreditnya, penghulu memperoleh tugas penting untuk terus memantau 

                                                             
9Amelia Fauzia, “Antara Hitam dan Putih: Pengulu pada Masa Kolonial Belanda”, Studia 

Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies, Vol.10:2, (2003), hlm. 180.  
10Ibnu Qoyim Isma’il, Kiai Penghulu Jawa di Masa Kolonial, (Jakarta: Gema Insani Press, 

1997), hlm. 64-65. Pada masa kerajaan Demak, seorang penghulu mengemban tiga bidang sekaligus, 

yaitu pemimpin negara atau pemerintahan, pemimpin militer, dan pemimpin agama. Untuk 

mempermudah kinerjanya, di setiap bidang itu raja dibantu oleh tiga orang, yaitu patih sebagai 

perdana menteri yang mengomandani urusan pemerintahan, adipati sebagai pemimpin militer, dan 

penghulu yang berfungsi sebagai pemimpin agama. Lihat selengkapnya di Amelia Fauzia, “Antara 

Hitam dan Putih: Pengulu pada Masa Kolonial Belanda”, Studia Islamika: Indonesian Journal for 

Islamic Studies, Vol.10:2, (2003), hlm. 180. 
11Euis Nurlaelawati, Modernization, Tradition, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam 

and Legal Practice  in the Indonesian Religious Courts, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 

2010), hlm.189. 
12Ahmad Thoabi Kharlie, “Modernisasi, Tradisi, dan Identitas: Praktik Hukum Keluarga 

Islam di Indonesia”, Studia Islamika, Vol. 18:1 (2011), hlm.187.  
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dinamika wacana hukum keluarga kontemporer. Penghulu bertugas untuk 

melakukan pengawasan nikah atau rujuk dan kegiatan kepenghuluan yang meliputi 

kegiatan pelayan dan konsultasi nikah atau rujuk serta pengembangan 

kepenghuluan. Beberapa tugas penting dalam pelayanan konsultasi nikah atau rujuk 

adalah penasihatan dan konsultasi nikah atau rujuk, pengawasan pencatatan nikah 

atau rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah atau rujuk, pelayanan fatwa 

hukum munakahat dan bimbingan muamalah. Pada konteks ini tampak jelas bahwa 

secara formal penghulu memliki peran penting dalam melakukan pengawasan 

pelaksanaan perkawinan. Sehingga, segala kemungkinan isu hukum terbaru, 

termasuk wali nikah dan saksi nikah disabilitas, tentu juga menjadi sebuah 

kontestasi pemikiran fikih dan produk kodifikasi hukum.  

Sementara itu, dalam pengembangan kepenghuluan, pengkajian masalah 

hukum munakahat yang meliputi bahs|u> al-masa>’il muna>kah}a>t dan ah}wal asy-

syakhs}iyyah dan ah}wa>l asy-syakhs}iyyah dan penyusunan kompilasi fatwa hukum 

munakahat merupakan beberapa di antara tugas penting yang berkiatan dengan 

pengembangan kajian wacana hukum keluarga Islam kontemporer. Pada bagian ini 

juga jelas terlihat bahwa penghulu memegang peran penting sebagai inisiator isu-

isu tebarukan tentang hukum perkawinan Islam.13  

Fakta ini semakin jelas mengindikasikan bahwa penghulu memiliki peran 

penting dalam membangun wacana keberpihakan hukum, termasuk pada isu-isu 

minoritas seperti wali nikah dan saksi nikah penyandang disabilitas. Pemahaman 

hukum penghulu berperan penting dalam membangun karakter konfigurasi wacana 

hukum keluarga Islam di era kontemporer yang lebih berpihak. Oleh karenanya, 

pergerakan atau pergeseran perspektif dalam berijtihad sangat dibutuhkan sebagai 

media hukum untuk beradaptasi dengan pandangan dunia yang baru. Dalam 

konteks ini, bisa jadi keberpihakan bermazhab dalam fikih berpengaruh terhadap 

karakter pemikiran penstudi hukum, termasuk penghulu, terhadap isu-isu krusial, 

meskipun di sisi lain terkadang keberpihakan bermazhab berdampak pada aspek 

                                                             
13Selengkapya tentang tugas ini bisa dilihat pada  Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor: PER/62 /M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu  dan 

Angka Kreditnya pasal 1 dan pasal 4 yang secara khusus mengaskan tugas pokok penghulu.  
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keterbukaan pemikiran ketika ada perubahan yang menuntut untuk direspon secara 

eklektik.14 

Berdasarkan uraian ini, penelusuran nalar hukum penghulu pada isu wali 

nikah dan saksi nikah penyandang disabilitas menemukan pijakannya. Penelusuran 

pada topik ini dianggap penting karena pemahaman penghulu terhadap isu ini akan 

berpengaruh pada praktik perkawinan yang melibatkan penyandang disabilitas, 

khususnya pada topik wali dan saksi.  

Melacak nalar hukum penghulu akan bermuara pada beberapa aspek, yaitu 

sudut pandang atau perpsektif penalaran, jenis interpretasi dalam penalaran, dan 

motif sekaligus paradigma penalaran. Tiga aspek ini setidaknya bisa mengarahkan 

kajian ini pada bagaimana para penghulu menggunakan perspektifnya sebagai 

partisipan hukum, bagaimana para penghulu membangun kerangka nalar 

hukumnya, dan seperti apa konfigurasi paradigma sekaligus  motif yang dihadirkan. 

Pelacakan inilah yang akan melibatkan secara detail dan runtut logika berpikir dan 

kemampuan penafsiran, pemahaman, dan penalaran para penghulu terhadap teks-

teks hukum.  

Penelitian ini memilih kota Malang sebagai tempat risetnya. Dipilihnya  

kota ini sebagai tempat penelitian dilatari oleh beberapa alasan. Pertama, di tahun 

2012 kota Malang telah dikukuhkan sebagai pelopor kota inkulsi. Predikat ini 

didasarkan pada data penerimaan siswa penyandang disabilitas  di sekolah umum.15 

Meskipun predikat ini masih dalam wilayah pendidikan, setidaknya pemberian 

predikat kota inklusi menjadi salah satu indikasi bahwa nalar kesetaraan dan 

keberpihakan publik terhadap kelompok tersebut sudah mulai dimunculkan oleh 

pemerintah setempat. 

Kedua, kota Malang sejak tahun 2014 berkomitmen untuk mewujudkan kota 

inklusi. Walaupun wujud rencana kota ini masih terbatas pada proyek fisik, wujud 

nyata dari respons terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas di kota ini 

                                                             
14Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Nalar Ijtihad: Isu-isu Penting hukum Islam 

Kontemporer di Indonesia, cet. I (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 114-115.  
15“Malang Jadi Pelopor Kota Inklusi”, https://surabaya.tribunnews.com/2012/12/05/ 

malang-jadi-pelopor-pendidikan-inklusi, akses 10 Januari 2020. Lihat juga pada link ini “Tambah 

Sekolah Layak Inklusi”, https://radarmalang.id/tambah-sekolah-layak-inklusi/ tentang 

perkembangan sekolah menuju sekolah layak inklusi, akses 10 Januari 2020. 

https://surabaya.tribunnews.com/2012/12/05/%20malang-jadi-pelopor-pendidikan-inklusi
https://surabaya.tribunnews.com/2012/12/05/%20malang-jadi-pelopor-pendidikan-inklusi
https://radarmalang.id/tambah-sekolah-layak-inklusi/
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adalah dengan hadirnya Perda Nomor 2 Tahun 2014 yang juga telah mencakup 

pelayanan publik ramah disabilitas.16  

Ketiga, selain kedua hal di atas, alasan pentingnya adalah bahwa hasil pra 

penelitian yang telah dilakukan terhadap beberapa penghulu menunjukkan bahwa 

kasus wali nikah tunarngu, pernah ditangani oleh salah satu penghulu KUA di kota 

Malang.17 Ini menunjukkan pentingnya penelusuran nalar hukum para penghulu 

terhadap kasus wali nikah penyandang disabilitas, meskipun nanti arah kajiannya 

juga mengarah pada topik saksi nikah penyandang disabilitas yang secara esensial 

berkorelasi erat dengan isu wali nikah.  

Sebelum ulasan lebih detail dijabarakan, hal penting yang perlu diperjelas 

dan dipertegas di sini adalah konsistensi penggunaan istilah. Pada konteks kajian 

ini, peneliti memilih untuk menggunakan istilah “penyandang disabilitas” daripada 

istilah “difabel” untuk menyebut wali nikah yang tunarungu dan tunawicara dan 

saksi nikah yang memiliki kemampuan berbeda dalam hal berbicara dan mendengar 

tunarungu. Alasannya adalah karena istilah “penyandang disabilitas” adalah istilah 

resmi yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas, meskipun pada kenyataannya di dunia akademik, 

sebagaimana temuan Arif, istilah “difabel” lebih banyak digunakan.18  

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, pokok masalah untuk penelitian ini, adalah: 

1. Bagaimana para penghulu KUA kota Malang memahami dan menafsirkan 

ketentuan tentang syarat wali nikah dan saksi nikah penyandang disabilitas? 

2. Mengapa terjadi perbedaan pemahaman dan apa pendekatan serta paradigma 

yang digunakan dalam memahami dan menafsirkan ketentuan tersebut? 

 

 

                                                             
16“Malang Targetkan Menjadi Kota Inklusif”, https://republika.co.id/berita/nfbqsw/ 

malang-targetkan -menjadi-kota-inklusif, akses 15 Januari 2020. 
17Wawancara dengan MS, Penghulu KUA Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, 

tanggal 24 Januari 2020.  
18Lihat selengkapnya tentang sebaran penggunaan istilah ini di Arif Maftuhin, “Mengikat 

Makna Diskriminasi”, Inklusi: Jurnal of Disability Studies, Vol. 3:2 (Desember 2016), 146-145.  

https://republika.co.id/berita/nfbqsw/


10 
 

 
 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Beberapa tujuan dari penyelenggaraan riset ini adalah: 

1. Untuk menggambarkan secara detail bagaimana penghulu memahamu isu-isu 

disabilitas dalam perkawinan, khususnya pada topik wali nikah dan saksi nikah 

disabilitas di kota Malang. 

2. Untuk menguraikan bagaimana nalar dan alasan pemilihan atau latar belakang 

pemicu munculnya nalar penghulu dalam memahami isu wali nikah dan saksi 

nikah disabilitas dalam perkawinan. 

Selanjutnya, adanya penelitian ini secara praktis maupun teoritis bisa 

memberikan beberpaa manfaat, di antaranya: 

1. Secara teoritis, penelitian ini dilakukan untuk memberikan sumbangsih 

perspektif atas diskursus disabilitas dalam fikih pernikahan 

2. Secara praktis, penelitian ini bisa berkontribusi bagi pihak terkait dalam 

mengambil langkah-langkah alternatif dalam mengatasi problematika hukum 

keluarga kontemporer yang secara lebih khusus mengarah pada penguatan hak 

kelompok penyandang disabilitas dalam hukum perkawinan; utamanya bagi 

prkatisi KUA dan yang berkorelasi dengannya, seperti hakim, modin, atau 

penyuluh agama. 

D. Tinjauan Pustaka 

Untuk menemukan orisinalitas penelitian ini, peneliti melakukan 

penelusuran pada penelitian-penelitian terkait, yaitu tentang isu wali dan saksi 

nikah penyandang disabilitas, pandangan, pendapat, atau nalar hukum dan 

penghulu. Dari hasil pelacakan, peneliti menemukan beberapa penelitian yang 

berkaitan meskipun secara umum, karena riset yang langsung secara khusus 

menyinggung topik penelitian ini belum terlalu banyak disinggung atau bahkan 

belum dilakukan.  

Penelitian terhadap bagaimana hukum memandang keberlangsungan 

pernikahan pasangan penyandang disabilitas pernah dilakukan oleh Davit Anwar 

Kamsay. Riset Kamsay fokus pada pernikahan penyandang disabilitas intelektual 
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ringan dengan kategori nilai IQ yang berkisar antara 50-70. Dengan perspektif 

kemaslahatan sekaligus elaborasi teori fath}u az|-za|ri>’ah, Kamsay menegaskan 

bahwa pernikahan yang dilakukan oleh para penyandang disabilitas intelektual 

tidak boleh dilarang karena tidak ada aturan yang secara khusus melarang 

pernikahan mereka. Anjuran kebolehan pernikahan itu adalah demi menghindari 

terjadinya perzinaan.19  

Meskipun demikian, pada akhirnya Kamsay juga mengharapkan pantauan 

orang tua untuk memantau keberlangsungan pernikahan jenis ini. Tentu ini menjadi 

penanda tentang harus adanya perizinan wali, karena kelompok penyandang 

disabilitas intelektual masih bisa diarahkan dan pertumbuhan biologisnya berjalan 

normal.20 Sementara itu, Kamsay tidak mempertimbangkan keabsahan formil 

pengantin yang berkaitan dengan relasi suami-istri dan masa depan keturunan. 

Kamsay juga tidak mengeksplorasi lebih jauh bagaimana kemungkinan disabilitas 

intelektual itu bisa terwariskan. Namun, hal yang perlu diapresiasi dari kajiannya 

adalah bahwa ia berusaha untuk memberikan landasan epistemologis untuk 

memperjuangkan hak-hak insani bagi kelompok tersebut. 

Masih dengan objek dan tinjauan yang sama, penelitian yang pernah 

dilakukan oleh Jaedin tampak tidak menghasilkan perbedaan temuan yang 

signifikan. Pada penelitiannya, Jeadin fokus pada kategori peyandang disabilitas 

intelektual yang ber-IQ 20 ke atas, karena di bawah itu sudah dianggap sebagai 

penyandang disabilitas mental. Sebagaimana Kamsay, Jaedin juga menggunakan 

alasan menghindari perzinaan sebagai kebolehan perkawinan jenis ini meskipun 

harus dengan izin wali. Di sisi lain Jaedin memandang bahwa meskipun pernikahan 

itu sebagai jalan penyaluran hasrat seksualitas, akan tetapi di akhir tulisannya ia 

cenderung untuk tidak memperbolehkan mereka untuk memiliki anak demi aspek 

kemaslahatan masa depan generasinya.21  

                                                             
19Davit Anwar Kamsy, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat 

Mental”, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2011), hlm. 61.  
20Ibid., hlm.64-65. 
21Jaedin, “Akibat Hukum Perkawinan Penyandang Difabel Mental Tinjauan Maqashid Al-

Syariah”, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2018), hlm. 97. 
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Berbeda dengan peneletian sebelumnya, Sofiyandi mengarahkan risetnya 

pada topik perceraian karena disabilitas. Secara khusus Sofiyandi menelaah 

pemikiran Wahbah az-Zuh}aili tentang hukum perceraian dengan alasan adanya 

kondisi disabilitas pada istri. Sofiyandi, dalam risetnya, berusaha menyandingkan 

pendapat imam mazhab dengan Wahbah az-Zuh}aili atas kasus ini. Ia menemukan 

bahwa imam mazhab memandang bahwa perceraian dengan alasan istri 

penyandang disabilitas adalah makruh, sedangkan Wahbah az-Zuh}aili 

memandangnya sebagai perbuatan haram dengan beberapa alasan. Alasan penting 

yang cukup kuat atas keharaman ini, dari hasil pelacakannya, adalah dikhawatirkan 

terjadi penelantaran.22  

Beberapa penelitian lain yang juga fokus pada pernikahan penyandang 

disabilitas terfokuskan pada topik relasi suami istri dalam keluarga. Beberap riset 

di bawah ini berbeda bentuknya dengan beberapa peneltian sebelumnya. Jika ketiga 

penelitian sebelumnya berbentuk kajian normatif, dua kajian berikut ini berbentuk 

kajian empiris.  

Riset yang dilakukan oleh Zaimatus Sa’diyah yang terfokus pada 

bagaimana relasi gender terbangun dalam keluarga penyandang disabilitas  di 

Kudus, Jawa Tengah, masuk pada kategori ini. Dalam kajiannya, ia 

mengkategorisasi kelompok pernikahan penyandang disabilitas, yaitu pernikahan 

antara sesama penyandang disabilitas dan pernikahan antara penyandang disabilitas 

dan non penyandang disabilitas. 

Terhadap dua pembagian ia memfokuskan risetnya pada motif pernikahan 

dan relasi yang terbangun di dalamnya. Bagi kelompok pertama, motif pernikahan 

mereka adalah karena adanya kesamaan status penyandang disabilitas sehingga 

relasi suami istri terbangun dengan baik. Bagi kelompok kedua, motif 

pernikahannya adalah untuk mendapatkan kondisi kehidupan yang lebih baik. 

Dalam hal relasi dalam pernikahan, relasi yang baik terbangun antara pasangan 

penyandang disabilitas laki-laki yang menikah dengan perempuan non penyandang 

                                                             
22Achmad Afik Sofiyandi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan  Wahbah Al-

Zuhaili Tentang Perceraian Dengan Alasan Istri Penyandang Cacat”, Skripsi Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel Surabaya (2019), hlm. 72. 
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disabilitas. Sebaliknya, pasangan penyandang disabilitas perempuan yang menikah 

dengan laki-laki non penyandang disabilitas, relasi rumah tangga tidak terjalin 

dengan baik sehingga bisa menyebabkan terjadinya perceraian.23  

Dengan fokus kajian yang berbeda namun dengan objek yang sama, Nurul 

Amalia mengkaji bagaimana upaya keluarga penyandang disabilitas dalam 

membentuk keluarga sakinah. Ia juga berusaha menemukan faktor-faktor 

pendukung dan penghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dalam risetnya, 

ia menemukan bahwa kerjasama antar suami istri (nalar resiprokal)24 dalam 

berbagai dimensi, seperti ekonomi, pendidikan keluarga, peran anggota keluarga, 

dan termasuk ibadah. Di saat yang sama, ia juga menemukan bahwa dukungan dari 

masing-masing pasangan, keluarga, lingkungan, serta organisasi merupakan 

komponen yang turut memperjuangkan keberhasilan mereka dalam mewujudkan 

keluarga sakinah.25 Sementara itu, minimnya lapangan pekerjaan, penghasilan yang 

tidak menentu, pola pengasuhan anak, dan perbedaan pendapat, bagi Nurul Amalia, 

merupakan faktor penghambat misi tersebut.26  

Dalam skala penelitian yang lebih besar, kajian  Lembaga Bahtsul Masail 

(LBM) PBNU dan Vardit juga perlu diuraikan. Sebagai wujud kontrbusi dan 

penguatan hak-hak kaum penyandang disabilitas, Pengurus Besar Nahdahtul 

Ulama’(PBNU) melalui Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU melakukan 

kerjasama dengan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) 

Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya untuk 

melakukan penelitian atas posisi dan kondisi kaum penyandang disabilitas dengan 

pendekatan fikih.  

                                                             
23Zaimatus Sa’diyah, “Relasi Gender Dalam Keluarga Pasangan Pernikahan Difabel Di 

Kudus Jawa Tengah”, Palastren, Vol: 9: 1 (Juni 2016), hlm. 64-65. 
24Dalam kajian terbarunya,  Faqihuddin Abdul Kodir menyebut nalar resiprokal ini sebagai 

nalar mubdaalah, yang berhasil ia sistematiskan dengan landasan ontologi, epistemologi, hingga 

aksiologinya secara detail. Lihat selengkapnya di Faqihuddin Abdul Kodir, Qira’ah Mubadalah: 
Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).  

25Nurul Amalia Rachman, “Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Difabel 

(Studi di Kecamatan Lowokawaru Kota Malang)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang (2017), hlm. 92-95.  
26Ibid., hlm. 99-100.  
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Hasil riset yang diterbitkan dengan judul “Fiqih Penguatan Penyandang 

Disabilitas” ini membahas kajian disabilitas dalam empat umum yaitu dalam ranah 

fikih ibadah, ekonomi dan sosial, hukum dan kebijakan publik, serta perkawinan. 

Pada pembahasan bidang perkawinan, kajian hanya mengupas pada posisi dan 

kondisi pelaku pernikahan (suami-istri) yang menyandang disabilitas. Kajian 

bertumpu pada masalah pernikahan sesama disabilitas, akad nikah, perceraian, 

pegasuhan anak, hak nafakah, hak waris, hingga perkawinan paksa.27  

Kajian ini pun terlihat lebih bertumpu pada kajian teks sebagaimana 

halnya prosedur yang dilakukan oleh LBM PBNU, dengan menukil pendapat-

pendapat ulama’ dalam kitab klasik yang mu’tabarah. Bisa jadi, oleh sebab tidak 

ditemukannya argumentasi penguat hak wali nikah penyandang disabilitas, kajian 

wali nikah penyandang disabilitas tidak dimasukkan sebagai kajian penting yang 

bisa jadi ini suatu saat menjadi masalah serius. Pada konteks ini, upaya penguatan 

hak penyandang disabilitas tersebut masih tampak lebih terpengaruh ke nalar 

deduktif yang lebih cenderung ke nalar baya>ni (tekstual), meskipun berusaha 

dilakukan dengan model penalaran induktif yang lebih cenderung ke nalar burha>ni 

(istis>lah}i). 

Kajian lain yang cukup komprehensif terhadap isu disabilitas dalam 

hukum Islam adalah kajian Vardit Risper-Chaim. Dalam bukunya, Disability in 

Islamic Law, selain mengkaji kaitan penyandang disabilitas dengan kewajiban 

agama (religious duties) dan jihad, secara khusus Vardit juga membahas kaitan 

penyandang disabilitas dengan perkawinan. Meskipun kajian ini termasuk kajian 

disabilitas dalam hukum Islam yang mungkin paling lengkap karena berhasil 

menyandingkan berbagai perspektif mazhab dan perdebatan di era modern, namun 

kajian yang ia sajikan hanya tampak mengeksplanasi dan menyandingkan pendapat 

para ulama’.28 Hingga pada posisi ini, dalam amatan peneliti kedua kajian yang 

                                                             
27Secara lebih jelas dan rinci bisa dilihat empat pembahasan ini pada  Lembaga Bahtsul 

Masail PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Pusat Studi dan 

Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya, Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas, cet. 

I (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), hlm. 67-216. 
28Vardit Rispler-Chaim, Disability in Islamic Law, (Dordrecht: Springer, 2007).   
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dilakukan oleh LBM PBNU dan Vardit tampak masih belum menyentuh kategori 

wali nikah dan saksi nikah penyandang disabilitas .  

Secara lebih umum, semua penelitian di atas, belum ada satupun yang 

menyinggung isu wali nikah dan saksi nikah disabilitas. Absennya kajian ini 

ternyata menjadi celah bagi para peneliti lain untuk melakukan kajian ini, seperti 

yang dilakukan oleh Mochammad Sodik. 

Mochammad Sodik, misalnya, mengungkapkan kegelisahannya atas fikih 

keluarga Indonesia. KHI dan RUU HTPA menjadi objek yang ia kritik karena tidak 

bernuansa progresif. Sodik mempersoalkan ketimpangan yang ada pada KHI dan 

RUU HTPA terhadap tiga kelompok, yaitu wanita, kaum penyandang disabilitas, 

dan fakir miskin. Pada bagian kajian kritis atas hak penyandang disabilitas, baik 

KHI maupun RUU HTPA, baginya, tetap mempertahankan nalar ketimpangan atas 

kaum penyandang disabilitas, yang termaktub dalam pasal 22 KHI dan 20 RUU 

HTPA untuk wali nikah dan pasal 25 KHI dan 23 RUU HTPA untuk saksi nikah. 

Sodik berpandangan bahwa redaksi pasal-pasal yang demikian semestinya sudah 

tidak perlu lagi ditampilkan karena sudah tidak relevan dengan masyarakat 

kontemporer. Perihal hak wali penyandang disabilitas ia berargumen bahwa wali 

bukan terkait persoalan fisik tetapi psikologis sepanjang dibenarkan oleh hukum, 

begitu juga dengan saksi nikah.29  

Namun, dalam artikel tersebut, peneliti memandang bahwa Sodik tidak 

menganalisis secara detail perdebatan dalam khazanah klasik. Ia hanya mengkritik 

secara tampak kalimat saja, dalam KHI maupun RUU HTPA yang tidak relevan 

dengan masyarakat kontemporer-yang juga tidak dijelaskan oleh Sodik tentang 

bagaimana konteks masyarakat kontemporer itu. Ia pun juga belum menampilkan 

tawaran epistemologis yang mampu untuk mengkritik kajian ini. Bahkan secara 

rinci ia belum menguraikan nalar hukum yang semestinya dijadikan acuan 

berpikirnya.  

Sementara itu, dalam kajian nalar kepenghuluan, penelitian Megi Saputra, 

Muhammad Mustangin, dan Halili dapat dianggap mewakili kelompok kajin ini. 

                                                             
29Mochammad Sodik, “Pembacaan Progresif terhadap Fikih Keluarga: Kritik terhadap KHI 

dan RUU HTPA”, Asy-Syir’ah, Vol. 46: 1 (Januari 2012), hlm. 125. 
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Megi Saputra meneliti tentang pandangan sepuluh penghulu di kota Yogyakarta 

terhadap kemungkinan penghulu wanita. Hasil temuannya menunjukkan bahwa ada 

tiga jenis pendapat yaitu pendapat yang membolehkan penghulu wanita, 

membolehkan dengan syarat, dan tidak membolehkan sama sekali.30  

Sedangkan, dengan objek yang sama, Mustangin meneliti pandangan 

penghulu terhadap syarat adil bagi saksi pernikahan. Mustangin menemukan bahwa 

penghulu dalam menilai keadilan saksi berdasar sisi dhohir, dari segi akhlak dan 

tingkah laku saksi ketika hadir di majelis akad nikah. Ia juga menegaskan bahwa 

seluruh penghulu sepakat bahwa saksi adil merupakan syarat primer untuk menilai 

keabsahan nikah.31  

Adapun fokus utama penelitian Halili adalah mengkaji bagaimana 

pemahaman dan sikap penghulu terhadap isu-isu hukum perkawinan yang terfokus 

pada lima isu, yaitu nikah siri, perkawinan di bab umur, isbat nikah, riddah, dan 

poligami di DIY. Fokus lain yang diangkat dalam riset ini adalah perbincangan 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghulu dalam mengambil kebijakan 

tersebut.  

Ada tiga poin penting dari penelitian ini. Pertama, masih terdapat 

dualisme rujukan hukum yang digunakan penghulu di KUA terhadap isu-isu 

perkawinan yang menjadi fokus penelitian. Kedua, dinamika penyelesaian 

penghulu di  kalangan penghulu DIY dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu 

pengalaman bekerja dan sumber pengetahuan penghulu, kultur sosial keagamaan 

masyarakat, dan adanya otoritas kementrian agama dan kebijakan-kebijakan 

hukum. Ketiga, KHI dalam praktiknya tidak sepenuhnya tidak dijalankan oleh 

penghulu.32 Temuan pada poin pertama dan ketiga tampak sama dengan kajian Euis 

                                                             
30Megi Saputra, “Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Yogyakarta 

Tentang Penghulu Wanita”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogayakarta (2019), 

hlm. 80.  
31Muhammad Mustangin, “Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kota 

Yogyakarta Terhadap Syarat Adil Bagi Saksi Pernikahan”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogayakarta (2019), hlm. 73. 
32Halili, “Penghulu di Antara Dua Otiritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam: (Studi 

tentang Dinamika Penyelesaian Isu-Isu Hukum Perkawinan di Daerah Istimewa Yogyakarta)”, 

Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogayakarta (2019), hlm. 267-269. 



17 
 

 
 

Nurlaelawati yang mengkaji bagaiamana KHI digunakan dan elaborasi oleh para 

hakim di lingkungan Pengadilan Agama dalam berijtihad.33  

Peneliti memahami bahwa dalam kajian tersebut, fokus utama objeknya 

adalah lima topik yaitu nikah siri, perkawinan di bawah umur, isbat nikah, riddah, 

dan poligami. Dalam penelitiannya Halili juga tidak menyinggung isu-isu 

disabilitas, seperti kemungkinan adanya wali nikah disabilitas dan saksi nikah 

disabilitas. Dengan demikian, kajian yang dilakukan oleh Halili cenderung 

mengarah pada isu-isu yang sering terjadi di masyarakat dalam proses perkawinan.  

Fokus penelitian ini adalah isu disabilitas dalam wali nikah dan saksi nikah. 

Kajian ini lebih tertuju pada bagaimana kontruksi nalar keberpihakan hukum 

penghulu dalam kedua isu tersebut dengan melihat bagaimana mereka menafsirkan 

pasal-pasal terkait dalam KHI serta penggunaan perspektif dan paradigmanya. 

Tentu, kajian ini berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh Mochammad Sodik, 

dengan kerangka kajian normatifnya, dan Halili, dengan kajian empirisnya. Di 

sinilah celah penyelenggaraan penelitian ini, yaitu dengan fokus pada nalar hukum 

penghulu terhadap topik penyandang disabilitas  pada wali dan saksi dalam 

pernikahan. Bahkan, penelitian ini setidaknya mampu untuk menguraikan 

konstruksi nalar keberpihakan penghulu pada isu-isu penyandang disabilitas . 

E. Kerangka Teoretik  

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori penalaran 

hukum. Teori ini digunakan untuk memahami bagaimana pola, alur, dan 

karakteristik pemikiran hukum penghulu terhadap dua isu yang diangkat dalam 

kajian ini. Melalui teori ini, akan dilacak metode penafsirannya, motif dan 

perspektif penalaran, hingga paradigma hukum yang direpresentasikan. 

Penalaran adalah kegiatan akal budi dalam memahami makna setiap term 

dalam suatu proposisi, menghubungkan suatu proposisi dengan proposisi lain dan 

menarik kesimpulan atas dasar proposisi-proposisi tersebut. Dengan demikian jelas 

bahwa penalaran merupakan sebuah bentuk pemikiran yang bisa berupa pengertian 

                                                             
33Lihat selengkapnya pada Euis Nurlaelawati, Modernization, Tradition, and Identity: The 

Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice  in the Indonesian Religious Courts, (Amsterdam: 

Amsterdam University Press, 2010). 
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atau konsep dan proposisi atau pernyataan.34 Dalam konteks penelitian ini, 

pemahaman, pendapat, pemikiran, atau pernyataan penghulu yang diperoleh 

melalui proses interview secara mendalam dapat dikategorikan sebagai penalaran.  

Penalaran hukum adalah bentuk penerapan prinsip-prinsip berpikir lurus 

(logika) dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan proposisi hukum. Dalam 

penalaran hukum, logika dipahami secara lebih sempit yakni sebagai ilmu tentang 

penarikan kesimpulan secara valid dari berbagai data, fakta, persoalan, dan 

proposisi hukum yang ada. Maka istilah penalaran hukum sejatinya tidak 

menunjukkan bentuk penalaran lain di luar logika, melainkan penerapan asas-asas 

berpikir dari logika dalam bidang hukum itu sendiri.35 Logika dalam ilmu hukum 

juga dapat dideskripsikan tentang transmisi kebenaran “transmission of the truth”,36 

meskipun dalam setiap argumen atau penafsiran hukum yang secara logika benar 

terkadang juga memiliki konklusi yang benar dan salah.37 

Pola penalaran hukum berkaitan erat dengan sudut pandang atau perspektif 

dari subjek yang melakukan penalaran hukum. Elaborasi sudut pandang atau 

perspektif inilah yang kemudian bermuara menjadi orientasi berpikir yuridis yang 

termanifestasi dalam bentuk atau model penalaran dalam disiplin hukum, yang 

sebagaimana akhirnya dikenal sebagai aliran filsafat hukum. Inilah yang kemudian 

menjadi latar belakang subjektif dari kerangka orientasi berpikir secara yuridis.38  

Oleh karena itu, ada dua sudut pandang dalam penalaran hukum, yaitu, pertama,  

sudut pandang keluarga sistem hukum (parent legal system), dan, kedua, sudut 

pandang penstudi hukum; partisipan (medespeler) dan pengamat (teschouwer).39  

Pengaruh perspektif melalui keluarga sistem hukum ini bisa mengacu pada 

dua contoh utama sistem hukum di dunia, yaitu civil law dan common law. Bisa 

juga perspektif itu mengacu pada beberapa pembagian sistem hukum yang lain. 

                                                             
34Urbanus Ura Weruin, “Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum”, Jurnal Konstitusi, 

Vol. 14: 2 (Juni 2017), hlm. 381 
35Ibid.b hlm. 381-382 
36Jerzy Stelmach dan Bartosz Brozek,  Methods of Legal Reasoning, (Dordrecht: Springer, 

2016), hlm. 17.  
37Ibid., hlm. 19.  
38Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, cet. I (Yogyakarta: Genta Publishing, 

2013), hlm.126.   
39Ibid.   
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David dan Brierly misalnya, seperti yang dikutip oleh Shidarta, mengkalsifikasi 

sistem hukum berdasar pada ideologi dan teknis hukum. Sehingga muncul model 

enam sistem hukum, yaitu Roman Germanic, Common Law, Socialistic, Islamic, 

Hindu dan Jewish, dan Far East dan Black African.40  

Dalam konteks Indonesia, muncul sistem hukum yang berbeda. Dengan 

latar sejarahnya yang khas, beberapa sistem hukum lain yang turut menyumbang 

sudut pandang dalam penalaran hukum selain sistem hukum civil law adalah sistem 

hukum Islam dan sistem hukum adat. Ketiga sistem hukum itu merupakan corak 

sistem hukum yang diberlakukan dan diakui sejak Indonesia berada di bawah 

jajahan Belanda.41 

Selain keluarga sistem hukum, posisi penstudi hukum juga berpengaruh 

dalam menentukan perspektif yang disajikan dalam penalaran hukum. Dalam 

perspektif penstudi hukum, setidaknya ada dua kateori penstudi hukum,yaitu 

partsipan dan pengamat hukum. Partisipan adalah penstudi hukum sekaligus 

pengemban hukum (rechtbeofenaar), sedangkan pengamat hukum adalah penstudi 

hukum tetapi bukan pengemban hukum. 42 

Pengemban hukum sendiri terdiri dari dua kategori. Pertama adalah 

pengemban hukum teoritis yang meliputi; ilmuwan hukum, toritisi hukum, filsfuf 

hukum, dan termasuk para akademisi maupun para peneliti yang berkecimpung 

dalam bidang hukum.43 Kedua adalah pengemban hukum praktis yang selalu 

menjadikan hukum positif sebagai pegangan. Mereka yang menjadi pengemban 

hukum praktis adalah mereka yang duduk di intitusi bidang perundang-undangan, 

peradilan, bantuan hukum, dan pemerintahan umum.44 Termasuk dalam hal ini 

adalah penghulu. 

Sementara itu, pengamat hukum adalah para penstudi hukum yang 

melakukan penalaran hukum dari sudut eksternal hukum dan sistem hukum positif 

                                                             
40Ibid., hlm 129.  
41Choky R. Ramadhan, “Konvergensi Civil Law di Indonesia dalam Penemuan dan 

Pembentukan Hukum”, Mimbar Hukum, Vol. 30:2 (Juni 2018), hlm. 216.  
42Ibid.,hlm. 137-138.   
43Ibid.,hlm. 276. 
44Ibid.,hlm. 284.  
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di Indonesia. Mereka yang termasuk kelompok ini adalah sejarahwan, sosiolog, 

antropolog, psikolog, dan lain-lain.45  

Perbedaan sudut pandang inilah yang menentukan perspektif nalar hukum 

para indvidu yang termasuk dalam tiga kategori di atas. Jika para pengemban 

hukum praktis tidak bisa terlepas sama sekali dengan aturan hukum positif yang 

berlaku, maka tidak demikian dengan pengemban hukum teoritis. Para pengemban 

hukum teoritis lebih berpegang erat pada disiplin hukum, namun bukan berarti 

mereka terlepas secara penuh dari pengaruh hukum positif. Berbeda dengan dua hal 

tersebut, para pengamat justru bebas dan tidak terikat dengan aturan hukum positif. 

Mereka melakukan penalaran hukum dengan keilmuan yang digunakan di luar 

rumpun ilmu hukum. Tentu saja pendekatan ini akan menghasilkan ragam keilmuan 

yang berbeda. 

Setelelah berbicara mengenai perspektif, mengamati penggunaan metode 

interpretasi juga merupakan bagian inheren karena penentuan dan pemilihan 

metode interpretasi akan berpengaruh dan berkorelasi dengan perspektif yang 

dihadirkan. Merujuk pada pendapat Shidarta, secara garis besar ada dua kategori 

jenis interpretasi hukum, yaitu interpretasi hukum berbasis pendekatan teks (the 

textualist approach) dan tujuan (the purposive approach / focus on purpose). Jenis 

interpreasi yang masuk pada kategori pendekatan berbasis teks adalah penalaran 

gramatikal dan otentik (subsumptif). Sedangkan, jenis interpretasi yang masuk pada 

kategori kedua adalah teleologis (sosiologis), sistematis (logis), historis (subjektif), 

komparatif, futuristis (antisipatif), restriktif, dan ekstentif.46 Berbeda dengan 

Shidarta, Achmad Ali justru menempatkan interpretasi sistematis dan historis 

masuk pada kategori interpretasi yang berbasis pendekatan teks dan selebihnya 

masuk pada kategori kedua.47 

Pertama adalah interpretasi otentik (subsumptif). Cara kerja interpretasi ini 

lebih bertumpu pada bunyi teks. Pembaca hukum hanya fokus pada bagaimana 

bunyi teks tanpa ada pemikiran lain. Cara ini tepat untuk digunakan dalam 

                                                             
45Ibid.,hlm. 257.  
46Ibid., hlm. 171.  
47Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, cet. II (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.183.  
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menafsirkan hukum yang berkaitan dengan hubungan legalitas hukum di mana 

diperlukan kepastian hukum.48 Pembaca hukum, dalam kegiatan bernalarnya, harus 

berbasis pada batasan-batasan yang dicantumkan dalam peraturan yang biasanya 

diletakkan pada  bagian penjelasan (memorie van toelichitng), rumusan ketentuan 

umumnya, maupun dalam saah satu rumuan pasal lainnya.49 Cara kerja penalaran 

ini setidaknya sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi: 

 50الأصل في الكلام الحقيقة

“Hukum asal dari arti kalimat adalah arti yang sebenarnya” 

Kedua adalah interpretasi gramatikal (lafz}iyyah). Interpretasi ini bekerja 

dengan memfokuskan pengamatan pada bahasa yang digunakan dalam teks-teks 

hukum. Oleh karena itu, dalam memahami teks hukum, pembaca hukum 

memahami kosa kata dan rasa bahasa yang  hidup ketika hukum tersebut dibuat. Ini 

menunjukkan bahwa penalaran ini meskipun terfokus pada segi kebahasaan tetapi 

ia sebenarnya hendak memahamkan pembaca hukum terhadap isi dan maksud yang 

terkandung secara tidak tekstual.51 Hal ini senada denga kaidah berikut. 

 52العبرة في العقود للمقاصد والمعان لاللألفاظ

“Yang dijadikan pegangan dalam akad adalah maksud dan maknanya, 

bukan lafaz dan susunan redaksinya”. 

Ketiga adalah interpretasi teleologis atau sosiologis. Interpretasi ini lebih 

melihat kepada tujuan dibentuknya hukum. Hukum dikonsepsikan sebagai alat 

rekayasa sosial untuk membangun masyarakat. Inti kerja interpretasi ini adalah 

pengamatan terhadap bagaimana hukum itu bisa merealisasikan misinya dengan 

berdasar prinsip-prinsip dasar atau universal hukum, seperti prinsip lima kebutuhan 

                                                             
48Ibid., hlm. 260.  
49Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, hlm. 169.  
50Ah}mad Muh}ammad az-Zarqa>, Syarh} al-Qawa>id al-Fiqhiyyah, cet. II, (Damaskus: Da>r al-

Qalam), hlm. 133.  
51Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam, hlm. 261.  
52az-Zarqa>, Syarh} al-Qawa>id al-Fiqhiyyah, hlm. 55 
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dasar kehidupan (maqa>s}id asy-syari>’ah).53 Tegasnya, interpretasi ini bekerja 

berdasarkan tujuan kemasyarakatan.54 

Keempat adalah interpretasi sistematis. Sesuai namanya, jenis interpretasi 

ini bekerja dengan cara kerja filsafat sistem. Artinya, dalam konteks ini, hukum 

diasumsikan sebagai satu kesatuan sistem yang saling berkaitan, saling 

mempengaruhi, saling melengkapi, dan tidak saling bertentangan. Pada interpretasi 

ini, pembaca hukum harus bisa melakukan kerja cross-reference, yaitu pembacaan 

secara detail terhadap aturan-aturan terkait.55 

Kelima adalah interpretasi historis. Fokus utama yang menjadi basis 

interpretasi ini adalah sejarah atau latar belakang terbentuknya sebuah aturan. 

Dengan melihat secara holistik dan komprehensif, pembaca hukum akan mampu 

memahami dan menghadirkan interpretasi secara kontesktual untuk menghindari 

hasil interpretasi yang  a historis.56 Melalui cara ini, makan dapat diketahui maksud 

dan ‘illat hukum yang terkandung di dalam teks. Interpretasi historis ini bisa 

menjadikan pembaca hukum menemukan pergeseran makna dan illat. Inilah fungsi 

pertama interpretasi ini digunakan dalam kajian. 

Sementara itu, di sisi lainnya, interpretasi historis juga digunakan untuk 

melihat sejauh mana fikih dilibatkan. Hal ini dikarenakan ketika penghulu 

memahami fikih sebenarnya ia juga sedang melacak perdebatan fikih yang secara 

historis terekam dalam sejarah hukum Islam termasuk sejarah penyusunan hukum. 

Keenam adalah interpretasi komparatif. Cara kerja interpretasi ini adalah 

dengan membandingkan satu aturan hukum dengan aturan hukum yang lain. 

Tujuannya untuk menemukan dan memilih, dari hasil proses perbandingannya, 

yang terbaik (istih}sa>n) dan tentu juga yang lebih sesuai dan lebih merealisasikan 

tujuan hukum untuk memberi perlindungan dan keadilan.57 Kerja interpretasi ini 

dilakukan dengan membandingkan suatu peraturan pada suatu sistem hukum 

                                                             
53Ibid., hlm 265. 
54Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, hlm. 168.  
55Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam, hlm. 262.   
56Ibid., hlm. 263.  
57Ibid., hlm. 267.  
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dengan peraturan lain dari sistem hukum yang lain.58 Penalaran interpretasi ini, 

dalam konteks hukum Islam, dikenal dengan muqa>ranah. 

Ketujuh adalah interpretasi futuristis. Interpretasi ini mengacu pada 

rumusan dalam rancangan undang-undang. Cara kerjanya adalah dengan melihat 

atau memahami pemikiran pembuat undang-undang ke depan.59 Dengan cara ini, 

maksud dan cita-cita hukum bisa tercapai.   

Kedelapan adalah interpretasi restriktif. Interpretasi ini bekerja dengan cara 

mebatasi cakupan suatu ketentuan tetentu.  Parktiknya adalah dengan memberikan 

arti yang terbatas terhadap suatu kalimat dalam teks hukum. Tujuannya adalah 

untuk memelihara esensi suat aturan hukum, bukan mempersempit makna hukum. 

Interpretasi jenis ini agaknya berguna untuk memberi perlindungan hukum terhadap 

objek hukum yang berupa hak individual atau hak asasi yang dilindungi hukum.60 

Bisa dikatakan bahwa tujuan yang hendak dicapai di sini adalah mas}lah}ah 

ifradiyyah. 

Kesembilan adalah interpretasi ekstensif. interpretasi ini berkebalikan 

dengan interpretasi restriktif. Kerjanya dengan cara memberikan arti yang luas dari 

suatu kalimat dalam teks hukum untuk menggali dan mewujudkan esensi aturan 

hukum. Jika interpretasi restriktif bertendensi kepada perlindungan hak individu, 

maka, sebaliknya, interpretasi ekstensif bertendensi memberikan perlindungan 

terhadap kepentingan umum.61 Dalam kajian mas}lah}ah, konsep perlindungan ini 

sama halnya dengan konsep mas}lah}ah ’amma>h (kemaslahatan publik). 

Selain jenis interpretasi di atas, ada enam interpretasi lain yang juga 

dimasukkan oleh Mukti Arto sebagai jenis penalaran hukum. Jenis interpretasi itu 

terdiri dari interpretasi argumentum peranalogian, penalaran agumentum a 

contrario (mafhu>m mukha>lafah), penalaran pengkokretan hukum 

                                                             
58Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, hlm. 170.  
59Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam, hlm. 268.  
60Ibid.,hlm. 269-270.  
61Ibid., hlm. 271-272.  



24 
 

 
 

(rechtsvervijning), interpretasi sinonimisasi, interpretasi melalui terjemahan, dan 

interpretasi antitese.62   

Interpretasi argumentum peranalogian atau analogi (qiyas) adalah  

interpretasi yang kerjanya bertumpu pada ‘illat (alasan) hukum. Dengan 

menemukan persamaan ‘illat hukum pada kasus yang tidak dijelaskan dalam aturan, 

maka hukum yang termaktub bisa diaplikasikan pada permasalahan yang kasuistik. 

Dalam kajian hukum Islam, interpretasi ini termasuk kategori penalaran ta’lili 

(interpretasi hukum berbasis ‘illat). 

Selanjutnya adalah interpretasi argumentum a contrario. Interpretasi ini 

dalam kajian hukum Islam disebut dengan mafhu>m mukha>lfah, yaitu mengambil 

maka secara kontradiktif. Artinya, hukum dipahami melalui teks yang termaktub di 

aturan yang berlaku kemudian ia dipahami secara kontradiktif untuk menemukan 

implikasi hukum yang tidak tertulis dalam teks.63 Kaitannya dengan mafhu>m 

mukha>lafah, untuk menemukan makna kontradiktifnya atau hukum yang 

sebaliknya, interpretasi jenis ini bisa saja mengacu pada beberapa hal, seperti pada 

ketentuan sifat, tujuan, syarat, jumlah atau bilangan, hingga gelar yang tercantum 

dalam peraturan.64 

 Setidaknya, berdasar uraian kerangka teoretik ini, cara kerja penelitian 

dalam proses analisis data dapat tergambar sebagai berikut. Pertama; peneliti akan 

mengklasifikasi hasil data penafsiran atau pemahaman penghulu terhadap dua pasal 

terkait. Data ini akan diamati dengan menggunakan kacamata jenis metode 

interpretasi yang telah diuraikan. Asumsi peneliti bahwa di balik apa yang mereka 

pahami ada motif atau alasan yang mendasari. Oleh sebab itu, peneliti selanjutnya 

akan memetakan alasan-alasan yang ditemukan dengan klasifikasi tertentu. 

Kedua; setelah tahap pertama, selanjutnya peneliti menelusuri perspektif 

yang dilibatkan dengan mengacu pada sistem hukum yang eksis dalam pandangan 

                                                             
62Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Penerapan Penemuan 

Hukum, Ultra Petita dan Ex Officio Hakim Secara Proporsional,  cet. I (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2018), hlm. 272-275. 
63Ibid., hlm. 273.  
64‘Abdul Wahab al-Khalla>f, ‘Ilmu Us}ul al-Fiqh, cet. III (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘llmiyyah, 

2010), hlm. 121-122. 
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mereka sekaligus melihat posisi mereka yang dinarasikan dalam data hasil 

interview. Di sinilah kemudian peneliti dapat menemukan kecenderungan dominasi 

perspektif penalaran hukumnya. 

Langkah ketiga adalah pelacakan paradigma hukumnya. Tahap ini mengacu 

pada hasil dua langkah sebelumnya. Pola mengkonfirmasi antara data akan 

dilakukan di tahap ini. Di sinilah pada akhirnya peneliti juga menemukan dominasi 

paradigma penalaran hukumnya; yang secara garis akan mengacu pada paradigma 

tesktualis dan kontekstualis. 

F. Metode Penelitian  

Penentuan metode penelitian adalah langkah vital untuk mengantarkan 

bagaimana penelitian bekerja dengan optimal dan mencapai maksud secara terarah 

dan berimbang. Oleh sebab itu, peneliti menentukan seperangkat metode penelitian 

sebagai berikut:  

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris (field research). 

Penelitian ini dilakukan dengan meneliti konstruksi pemahaman para penghulu 

di seluruh KUA di Kota Malang; KUA Klojen, KUA Lowokwaru, KUA 

Blimbing, KUA Sukun, dan KUA Kedungkandang terhadap pasal 22 dan 25 

KHI. Oleh karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka penelitian ini 

bersifat deskriptif-analitis. Artinya, selain penelitian ini berusaha untuk 

mendiskripsikan kajian dengan baik, upaya analisis secara mendalam juga 

menjadi ciri penting yang harus dihadirkan dalam membedah topik kajian. 

2. Pendeketan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-

filosofis. Dua pendekatan ini dipilih untuk melacak bagaimana para penghulu 

memahami atau meresepsi norma-norma fikih atau hukum Islam secara general 

dalam nalar berpikirnya yang kemudian dikaitkan dengan wilayah utama 

kerjanya sebagai penghulu. Di sinilah kemudian diperoleh sebuah konstelasi 

nalar yang berbeda terhadap topik penyandang disabilitas. Oleh karena itu, teori 

utama yang digunakan adalah penalaran hukum. 
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3. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap 

sebelas penghulu KUA di kota Malang. Sementara itu, sumber data sekunder 

dalam kajian ini meliputi segala jenis aturan, buku, kitab, maupun artikel, yang 

berelevansi dengan kajian dalam penelitian ini, seperti buku Disability in Islamic 

Law, Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas, dan lain-lain.  

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Penentuan data pada kajian ini dilakukan dengan teknik purposive 

sampling. Teknik ini merupakan teknik non-random di mana peneliti 

menentukan pengambilan data berdasarkan pertimbangan tertentu. Tujuannya 

adalah agar data yang didapatkan representatif. Oleh karena itu, peneliti memilih 

sebelas (11) penghulu.  

Dalam memilih dan menentukan jumlah responden ini peneliti 

menggunakan beberapa indikator. Pertama adalah penghulu yang pernah 

menikahkan dengan wali nikah penyandang disabilitas . Penghulu yang masuk 

kategori ini hanya satu orang yaitu MS. Kedua adalah penghulu yang sekaligus 

menjabat sebagai kepala KUA meskipun belum pernah mengalami menikahkan 

pengantin dengan wali nikah penyandang disabilitas . Dalam hal ini, lima kepala 

KUA di kota Malang dipilih sebagai responden; SR, SYD, HDR, AF, dan ANF. 

Ketiga adalah para penghulu yang dalam pengamatan peneliti memiliki 

kemampuan dalam memahami atau menafsirkan KHI terutama kaitannya 

dengan fokus topik kajian ini. Penghulu yang masuk kategori ini dan dipilih 

sebagai responden adalah AW, SYF, FQ, TKN, dan GF. 

Dengan memperfokus kajian pada wali nikah penyandang disabilitas  dan 

saksi nikah penyandang disabilitas, maka data akan diambil dengan 

menggunakan wawancara secara mendalam dengan metode wawancara yang 

telah ditentukan. Selanjutnya adalah pengolahan data yang dilakukan dengan 

mentranskrip hasil wawancara. Kemudian, pengolahan data berlanjut pada tahap 

pemetaan hasil wawancara berdasarkan tipologi yang ditemukan di lapangan 

untuk memudahkan kerja analisisnya. Setelah tahap ini peneliti menuju pada 
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tahap anlisis dengan mengelaborasi data yang berdasar pada kerangka teori 

utama sekaligus melibatkan seperangkat teori-teori fikih, us}ul fiqh, dan lainnya 

yang berlevansi dengan kajian ini.  

G. Sistematika Pembahasan 

Pembagian pembahasan dalam setiap bentuk laporan penelitian bertujuan 

untuk mempermudah pembaca memahami nalar yang digunakan oleh peneliti 

secara sistematis. Pemaparan ini akan mempermudah pembaca dalam membaca 

tesis ini secara holistik. 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi basis pijakan untuk 

melangkah dan menentukan jalannya riset. Bagian ini mencakup latar belakang 

masalah yang menggambarkan kegelisahan akademik sebagai pijakan awal 

mengapa riset ini perlu dilakukan. Rumusan masalah yang akan memperfokus 

permasalah dalam riset, tujuan dan siginifkansi riset, telaah pustaka, dan kerangka 

teoritik akan lebih memahamkan bagaimana arah dan kerja riset ini. Selain itu, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan yang mempermudah dalam 

menyusun pembahasan juga termasuk dalam bagian bab pertama ini.  

Bab kedua mencoba menguraikan gambaran umum tentang perdebatan fikih 

wali dan saksi nikah dalam khazanah fikih. Setelah itu, penelaahan terhadap KHI 

dan kaitannya dengan tema penyandang disabilitas dalam pernikahan akan 

diuraikan. Kemudian, untuk menarik konteks kajian yang agak luas penelit i 

menguraikan isu-isu disabilitas dalam hukum Islam sekaligus melihat bagaimana 

posisi para penyandang disabilitas sebagai subjek hukum.  

Pada bab ketiga peneliti menguraikan empat hal. Pertama adalah uraian 

tentang  sejarah dan otoritas penghulu. Kedua adalah penjelasan mengenai Kantor 

Urusan Agama di kota Malang yang berkaitan dengan wilayah kinerja dan otoritas 

kerjanya. Ketiga adalah uraian tentang profil penghulu; sebagai responden dalam 

penelitian. Keempat adalah tentang pemaparan hasil wawancara dengan beberapa 

penghulu terkait responsnya terhadap tiga hal pokok; yaitu pendapat mereka 

terhadap wali penyandang disabilitas, saksi nikah penyandang disabilitas, dan 

alasan penggunaan nalar hukumnya. 
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Bab keempat, penjelasannya fokus pada ragam metode interpretasi yang 

dilibatkan dan ragam motif penalarannya. Di bagian inilah peneliti memetakan hasil 

pendapat mereka dengan mengacu ragam metode interpretasi yang kemudian akan 

ditemukan manakah interpretasi yang akomodatif dan tidak. Selanjutnya, di bagian 

berikutnya, motif penalaran akan diklasifikasikan dengan mengacu pada jenis 

pendekatan interpretasi yang dipergunakan.   

Adapun dalam bab kelima, uraiannya fokus pada penggunaan perspektif dan 

paradigma penalaran hukum. Pada bagian perspektif, penglibatan sistem hukum 

dan posisi penstudi hukum ditempatkan sebagai pedomannya. Sedangkan, dalam 

melacak paradigma, dua kutub paradigma; tekstualis dan kontekstualis, digunakan 

sebagai basis pemetaannya. 

Bab keenam adalah bagian pamungkas yang berisi kesimpulan dan saran. 

Posisi keduanya adalah untuk mempermudah pembacaan riset dan pewacanaan riset 

lanjutan yang masih belum tersentuh dan perlu untuk diselesaikan.
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Ada beberapa catatan penting yang perlu dipertegas untuk mengakhiri 

tulisan ini. Uraian singkat berikut ini setidaknya dapat membantu untuk 

memaparkan inti dari kajian ini. 

Pertama, terhadap pasal 22 dan 25 KHI, penghulu terbagi ke dalam dua 

kelompok dominan; yaitu kelompok yang mengakomodasi hak penyandang 

disabiltas dan kelompok yang sebaliknya, di mana masing-masing kelompok 

memiliki kecenderungan dominasi terhadap metode penafsiran dan alasan 

pemilihan metode yang berbeda. Untuk topik wali nikah, kelompok yang 

mengakomodasi hak wali nikah penyandang disabilitas diwakili oleh hampir 

penghulu di mana metode panafsiran teleologis mendominasi. Adapun kelompok 

sebaliknya hanya diwakili seorang penghulu saja, ANF, dengan melibatkan 

penafsiran subsumptif. Sementara dalam pasal saksi nikah, pada kelompok yang 

terlihat mengakomodasi hak saksi nikah penyandang disabilitas, yang hanya 

diwakili oleh dua orang penghulu saja, ANF dan AW, hanya penafsiran teleologis 

yang digunakan. Adapun kelompok yang sebaliknya, penafsiran historis dan 

gramatikal cukup mendominasi daripada penafsiran yang lain. Dengan kata lain, 

metode penafsiran teleologis adalah metode yang lebih diminati untuk menguatkan 

hak dasar penyandang disabilitas sebagai wali nikah dan saksi nikah. 

Kedua, hasil temuan di poin pertama jika dikaitkan dengan pelacakan 

terhadap motif penalaran menunjukkan temuan menarik. Mayoritasnya, dalam 

berinterpretasi penghulu lebih merujuk ke ranah normatif (fikih). Artinya, fikihlah 

yang dominan digunakan sebagai pijakan untuk menyatakan pemahaman mereka 

baik yang memiliki nalar keberpihakan hukum terhadap penyandang disabilitas 

atau sebaliknya. Fikih dipandang, di satu sisi, sebagai rujukan untuk menguatkan 

hak penyandang disabilitas sesnsorik yang ada pada pasal 22 dan 25 KHI. Dengan 

kata lain, pemikiran humanisme lahir dari fikih humanis yang dipahami oleh 
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penghulu. Oleh karenanya, kritisisme nalar hukum para penghulu sesungguhnya 

meniscayakan potensi reformasi KHI terhadap hak penyandang disabilitas 

meskipun ujung pangkal pedomannya adalah fikih. Sementara, di sisi lain, di saat 

yang sama juga diletakkan sebagai dasar utama untuk mengukur ketidaklayakan 

penyandang disabilitas. Sehingga, di posisi ini dapat dikatakan bahwa pemikiran 

hukum humanis versi penghulu akan megikuti arah fikih. 

Ketiga, penentuan metode interpretasi juga berkorelasi dengan perpsektif 

atau sudut pandang yang dilibatkan. Dalam kacamata sistem hukum, berkorelasi 

dengan dua poin sebelumnya, mayoritasnya penghulu lebih memilih bernalar 

dengan sistem hukum Islam. Kenyataan pluralisme hukum di Indonesia yang 

terlihat disadari oleh penghulu tampaknya mengokohkan perspektif penghulu untuk 

menempatkan bagaimana hukum Islam digunakan sebagai panduan. Hal ini karena 

sistem hukum Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

perkembangan hukum penduduk pribumi sejak era kerajaan hingga pasca 

kolonialisme. Sistem hukum civil law yang dipedomani Indonesia dan idealnya 

dianut oleh penghulu sebagai Aparatur Sipili Negara (ASN) justru secara mayoritas 

tidak terlihat mendominasi. Namun demikian, di sisi lain, sebagai ASN, beberapa 

tetap terlihat memahami posisi mereka sebagai partisipan hukum yang harus tunduk 

dan patuh pada ketentuan hukum positif, meskipun penghulu yang lain juga 

menyadari sebagai partisipan hukum, tetapi tidak menempatkan hukum positif 

sebagai acuan. Dalam konteks penelitian ini, penghulu dalam menyikapi fenomena 

wali dan saksi nikah penyandang disabilitas dalam satu sisi memandang bahwa 

masalah ini idealnya dikembalikan pada aturan-aturan positif terkait pelaksanaan 

perkawinan. Namun di sisi lain, isu ini harus dipandang dengan menggunakan 

perspektif hukum Islam; dalam arti spesifiknya adalah fikih. 

Keempat adalah  tentang paradigma hukum yang dipilih dalam memahami 

pasal wali nikah dan saksi nikah penyandang disabilitas. Ada tiga jenis paradigma 

yang direpresentasikan oleh penghulu; positivistik, normativistik, dan 

utilitarinisitk. Semua jenis ini terepresentasi dalam nalar hukum mereka. Namun 

dari ketiga jenis itu, paradigma normativistiklah yang lebih mendominasi. 

Penelusuran pun akhirnya menemukan bahwa ternyata penghulu yang 
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menggunakan paradigma normativistik belum tentu menarasikan pandangan 

hukum yang tidak berpihak kepada para penyandang disabilitas. Artinya, ada 

kemungkinan pemahaman, pemikiran, atau penafsiran yang berparadigma normatif 

namun menghadirkan narasi yang menguatkan hak penyandang disabilitas, 

walapun kadangkala kerangka normtif lebih dominan pada skriptualistik. Hal 

demikian juga terjadi pada praktik penggunaan paradigma utilitarianistik dan 

positivisitik.  

Kelima adalah terkait mengapa paradigma normativistik mendominasi 

dalam konteks penalar hukum kajin ini. Dominasi itu setidaknya dapat dilihat dari 

sisi historis dan konteks kekuasaan pengetahuan fikih publik. Secara historis 

penghulu memang tidak dapat melepaskan diri dari sistem hukum Islam yang 

menempatkan fikih sebagai basis rujukan. Tentang hal ini telah terangkum detail 

dalam sejarah kerajan Islam di nusantara. Di sisi lain, ideologi fikih sentris yang 

terinternalisasi dan tereskternalisasi di masyarakat secara tidak langsung telah 

memaksa penghlu untuk merujuk fikih dalam bernalar. Bahkan, adanya fasilitasi 

perspektif fikih dari Kementrian Agama yang dalam hal ini diwakli oleh Bimas juga 

menjadi salah satu pemicunya. Akhirnya paradigma normativistiklah yang lebih 

dipilih dan digunakan. 

Dari lima hal ini pada akhirnya dapat ditemukan benang merahnya. Konteks 

sosial yang ideologi dan perspektif dominannya menempatkan fikih ternyata tidak 

dapat dilepaskan dari sejarah sistem hukum yang berpengaruh kuat di Indonesia. 

Internalisasi pemikiran hukum Islam yang memiliki akar historis yang panjang 

ternyata cukup kuat dalam mempengaruhi perspektif atau penafsiran para praktisi 

hukum yang pada dasarnya sudah dibekali dengan keilmuan tentang hukum hybrid 

di Indonesia. Akhirnya, apapun masalah yang dibaca, apalagi terhadap pasal 22 dan 

pasal 25 tentang wali nikah penyandang disabilitas, rujukan dasar yang digunakan 

untuk menyatakan nalar keberpihakannya adalah fikih.  

B. Saran 

Penelitian pada dasarnya masih membahas pada wilayah penalaran hukum 

para penghulu terhadap isu hak wali nikah dan saksi nikah penyandang disabilitas. 



191 
 

 
 

Penelusuran lebih jauh tentu akan lebih menarik jika penelitian lanjutan didesain 

dengan kerangka perbandingan nalar hukum hakim dan penghulu dalam isu 

penyandang disabilitas dalam perkawinan. Pelacakan ini tentu akan menemukan 

titik terang tentang konstruksi dan ideologi humanisme hukum pada dua praktisi ini 

yang secara wilayah kerjanya berbeda. Tentu ragam temuan nalar hukumnya akan 

menarik dan dapat menjadi produk penelitian terbaru yang memotret humanisme 

pemikiran praktisi hukum (Islam) di Indonesia.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

 

Halaman Nomor 

Footnote 

Ayat al-Qur’an 

atau Hadis 

Terjemahan 

31 
 

4 

 

Al-Ma>idah )5): 

56 
 

Dan barangsiapa menjadikan 

Allah, Rasul-Nya dan orang-

orang yang beriman sebagai 

penolongnya, maka sungguh, 

pengikut (agama) Allah itulah 

yang menang. 

31 
6 Al-Ma>idah )5): 

51 

Wahai orang-orang yang 

beriman! Janganlah kamu 

menjadikan orang Yahudi dan 

Nasrani sebagai teman setia(mu); 

mereka satu sama lain saling 

melindungi. Barangsiapa di 

antara kamu yang menjadikan 

mereka teman setia, maka 

sesungguhnya dia termasuk 

golongan mereka. Sungguh, 

Allah tidak memberi petunjuk 

kepada orang-orang yang zalim. 

35 14 Al-Baqarah (1): 

232. 

Dan apabila kamu menceraikan 

istri-istri (kamu), lalu sampai 

idahnya, maka jangan kamu 

halangi mereka menikah (lagi) 

dengan calon suaminya, apabila 

telah terjalin kecocokan di antara 

mereka dengan cara yang baik. 

Itulah yang dinasihatkan kepada 

orang-orang di antara kamu yang 

beriman kepada Allah dan hari 

akhir. Itu lebih suci bagimu dan 

lebih bersih. Dan Allah 

mengetahui, sedangkan kamu 

tidak mengetahui. 

37 18 At-Tirmi>z|iy: 

1102 

Siapa saja wanita yang 

menikahkan dirinya sendiri 
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dengan tanpa izin walinya, maka 

pernikahannya batal. Jika 

suaminya telah menggaulinya 

maka wanita tersebut waji 

memperolah mahar (sebagai 

ganti) dari kehormatan yang telah 

diberikannya.  Apabila tidak ada 

wali nikah bagi wanita, maka 

hakim atau penguasalah yang 

berhak menjadi wali bagi wanita 

yang tidak mempunyai wali 

nikah. 

43 46 
S}ah}i>h} Ibnu 

H}ibba>n: 
4075 

 

Tidak ada pernikahan kecuali 

dengan seorang wali dan dua 

orang saksi yang adil. Pernikahan 

yang tidak memenuhi hal itu 

maaka pernikahan itu batal.  
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Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Syarat kelayakan menjadi wali dan saksi nikah 

a. Bagaimana pemahaman bapak tentang syarat-syarat menjadi wali nikah dan 

saksi nikah dalam fikih? 

2. Berpindahnya hak wali nikah aqrab ke wali nikah ab’ad 

a. Dalam pemahaman bapak, dalam kondisi seperti apakah hak wali nikah 

aqrab bisa berpindah ke wali nikah ab’ad? 

b. Bagaimana bapak memahami konsep berpindahnya hak wali aqrab dalam 

pasal 22 KHI? 

c. Apa makna kata “bergeser” dalam pasal 22 menurut bapak dan apa dasar 

argumentasi bapak dalam memahmi makna tersebut? 

d. Apakah bapak setuju jika dalam KHI hak wali tuna wicara dan tuna rungu 

berpindah ke wali ab’ad? 

e. Apa yang bapak lakukan jika menemui kasus wali nikah aqrab yang tuna 

rungu atau tuna wicara? 

3. Tunarungu sebagai saksi dalam pernikahan 

a. Apakah bapak setuju jika KHI tidak menempatkan penyandang tunarungu 

sebagai saksi nikah? 

b. Apa dasar argumentasi bapak berpendapat demikian? 

c. Apa yang bapak lakukan jika menemui kasus saksi nikah yang tuna rungu? 
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2019 Peserta Kelas Menulis Artikel (KAMAEL), Keluarga Mahasiswa 

Pascasarjana (KMP) UIN Sunan Kalijaga  

2019 Presentator di Graduate Forum Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 

2019 Presentator di Graduate Forum, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 

2020-sekarang Pengurus Harian Yayasan Azharul Ulum, Brongkal, Pagelaran, 
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2017 “Retorika Iblis”, artikel di nun-media.com, 17 Desember 2017 
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2016 
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